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ABSTRAK 
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PENGESAHAN PERNIKAHAN BERJANGKA WAKTU 

(ANALISIS PUTUSAN NOMOR 282/PDT.G/2020/PA.BJB DAN 

NOMOR 40/PDT.G/2020/PTA.BJM)” di bawah bimbingan 

Pembimbing I: Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., dan Pembimbing 

II: Prof. Dr. H. Jalaludin, M.Hum., pada Pascasarjana UIN Antasari 

Banjarmasin (2023). 
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Secara mendasar, pencatatan pernikahan untuk hukum perkawinan di Indonesia 

menjadi hal penting yang bukan hanya berhubungan dengan keabsahan, namun akta 

nikah yang dijadikan persyaratan administratif ketika hendak membuat akta 

kelahiran anak, kedudukan istri yang sah menurut hukum yang berlaku, status istri 

(untuk yang suami mempunyai status sebagai ASN), dan lainnya. Hal itu 

memperlihatkan serangkaian kepentingan yang memerlukan keabsahan itu. 

Terdapat beragam efek buruk dari perkawinan yang tidak tercatat, yang mana pihak 

yang terkena dampak paling banyak yakni anak yang dilahirkan dan si istri. Negara 

tidak mampu melindungi anak atau istri dari perkawinan yang tidak dicatat. 

Dampaknya, hal tersebut mampu membawa kerugian untuk perempuan (dengan 

perkawinan yang tidak tercatat), hak-hak nya sebagai istri tidak bisa mendapat 

perlindungan dari negara, sebab pernikahan yang terjadi itu tidak dianggap, karena 

pernikahan memang tidak tercatat.  

Merujuk putusan Nomor 282/Pdt.G/2020?PA.Bjb jenis perkara Isbat Nikah 

Kontensius yang menolak perkara tersebut dan telah diajukan banding. Dalam hasil 

bandingnya, muncullah amar “perkawinan berjangka waktu” dan memunculkan 

problematika pada status anak di kemudian hari yang menjadi bahasan pada tesis 

penulis dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan 

hukum tersier, sekunder, dan primer. 

Dengan maqashid syariah sebagai pisau analisisnya ditemukan dua simpulan sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu, pertama bahwa dalam legal reasoning pengadilan 

tingkat banding menyimpulkan bahwa pernikahan yang terjadi pada tahun 1953 

yang di masa tersebut pernikahan tidak butuh dicatat dengan demikian proses 

pemeriksaan terkait sah tidaknya bukan sekadar membuat pertimbangan legal 

justice tetapi juga social justice. Kedua, bahwa implikasi hukum Pengesahan 

Perkawinan Berjangka Waktu terhadap Status Anak dalam perkara yang telah 

diteliti dalam Perspektif Maqashid Syari’ah terutama dalam hifdz nasl  tidak berlaku 

surut bagi status Anak yang lahir setelah pernikahan tersebut dalam rangka menjaga 
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garis nasab keturunan maka dapat dianalogikan dengan bentuk pembatalan terhadap 

pernikahan di luar waktu tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 75 huruf (b) KHI 

yakni keputusan dibatalkannya perkawinan tidak berlaku surut bagi anak tersebut. 

 

 


